ABSTRAK

Landi Iskandar, Kedudukan Hukum Abortus Provocatus dalam Fatwa MUI No.4
Tahun 2005 tentang Aborsi dan Pasal 75 UU No0.36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan

Ketentuan pengguguran kandungan secara sengaja, terdapat dalam Fatwa
MUI No.4 Tahun 2005 tentang Aborsi dan Pasal 75 UU No0.36 Tahun 2009
tentang Kesehatan. Secara umum baik di Fatwa MUI ataupun Undang-undang
abortus provocatus adalah hal yang dilarang, tetapi dalam keadaan darurat
diperbolehkan. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam dua aturan di atas
penulis melihat bahwa menghilangkan kemudharatan bisa dijadikan sebagai dalil
hukum dalam menetapkan hukum aborsi

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) hukum abortus
provocatus dalam Fatwa MUI No.4 Tahun 2005 tentang Aborsi.,(2) untuk
mengetahui hukum abortus provocatus dalam Pasal 75 UU No.36 Tahun 2009
tentang Kesehatan dan., (3) Untuk mengetahui Tinjauan Metodologi istinbath
hukum abortus provocatus dalam Fatwa MUI No.4 Tahun 2005 dan Pasal 75 UU
No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa tujuan di syariatkannya
hukum adalah terciptanya kemaslahatan baik kemaslahatan yang bersifat
dharuryat, hajiyat atau pun tahsiniyat. Lahirnya ketentuan hukum aborsi baik
dalam Fatwa MUI No.4 tahun 2005 tentang Aborsi dan pasal 75 UU No0.36 tahun
2009 tentang Kesehatan diperbolehkan karena keadaan darurat dapat
membolehkan hal yang dilarang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif

analitik. Metode ini digunakan dengan cara menggambarkan hukum aborsi dalam
Fatwa MUI No.4 tahun 2005 tentang Aborsi dan Pasal 75 UU No.36 tahun 2009
tentang Kesehatan, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori keadaan
darurat membolehkan ' hal-hal - yang dilarang. ‘Sedangkan pendekatan yang
digunakan adalah yuridis -normatif. Adapun sumber primer, penelitian ini yaitu
Fatwa MUI No.4 Tahun 2005 tentang Aborsi dan Pasal 75 UU No0.36 Tahun 2009
tentang Kesehatan, kemudian sumber sekundernya ialah buku-buku yang
berkaitan dengan penelitian.
Hasil penelitian menunjukan: (1) hukum abortus provocatus dalam Fatwa MUI
No.4 tahun 2005 tentang aborsi di larang, terkecuali dalam keadaan darurat dan
hajat., (2) hukum abortus provocatus dalam Pasal 75 UU No.36 tahun 2009
tentang kesehatan di larang terkecuali dalam keadaan darurat.,dan (3) Kebolehan
abortus provocatus di dalam Fatwa MUI No.4 tahun 2005 tentang aborsi dan pasal
75 UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan memiliki argumentasi yaitu dalam
keadaan darurat maka boleh melakukan aborsi dengan tujuan untuk melindungi
jiwa perempuan yang menjadi korban perkosaan.



